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~ | Berbasis Risiko;
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% Permen LHK No 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana

»” Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.




PEMANFAATAN HUTAN DALAM UU NO 6 TAHUN 2023

Bl
Pasal 26

TR s i) Pasal 27
1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat : Perizinan Berusaha sebagaimana
berupa pemanfaatan kawasan, i ; dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)

pemanfaatan jasa lingkungan, dan
pemungutan hasil hutari bukan
kayu.

2) Pemanfaatan hutan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan pernberian
Perizinan Berusaha dari Pemerintah

Pusat. ! : | -ha —— e Pasal 28

dapat diberikan kepada:

. perorangan;

b. koperasi;

c. badan usaha milik negara, atau
d. badan usaha milik daerah.

e. badan usaha milik swasta
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() Pasal 29

o

1) Pemanfaatan Hutan Produksi dapat

Pasal 29 « " berupa pemanfaatan kawasan,
Perizinan berusaha sebagaimana “Baik pada Kawasan Hutan Lindung pemanfaatan jasa lingkungan,
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) maupun Hutan Produksi dapat pemanfaatan hasil huta kayu dan .
dapat diberikan kepada : dilakukan pemanfaatan hutan bukan kayu serta pemungutan hasil
a. Perorangan; . . hutan kayu dan bukan kayu.
b. koperasi; melalui PB yang diberikan oleh 2) Pemanfaatan Hutan Produksi
c. badan usaha milik negara, atau Pemerintah Pusat, baik kepada sebagaimana ayat (1) dengan
d. badan usaha milik daerah. perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, pemberian berizinan berusaha dari
e. badan usaha milik swasta BUMSI” pemerintah pusat.



MULTIUSAHA KEHUTANAN PADA PP. 23 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

Pasal 132 Hutan Lindung Pasal 162

(4) Pengolahan Hasil Hutan dapat
dibangun dan terintegrasi di dalam
areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan

Pemegang Perizinan Berusaha
i Hutan Produksi, pengelolaan oIehi

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung,
dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan
meliputi kegiatan:

a. Pemanfaatan Kawasan;

badan usaha milik negara bidang

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; L*I Kehutanan dan p_ersetujuan
dan/atau Pasal 162 (Af] EERENE pengelolaan Perhutanan Sosial.
c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Pasal 231

(1) Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam
bentuk HTR dilakukan dengan menerapkan
Sistem  Silvikultur  melalui  kegiatan
Multiusaha Kehutanan berupa:

a. Pemanfaatan Kawasan;

Pasal 149 Hutan Produksi

—————————————

Pemegang Perizinan Berusaha b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, ¢. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan “Bentuk kegiatan pemanfaatan hutan baik * d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;

meliputi kegiatan: . . e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan

a. Pemanfaatan Kawasan; pada hutan Imdung atau hutan prOdUkS| f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dilakUkan melaIUi MUIti Usaha Kehutanan (2) Kegiatan Multiusaha Kehutanan dalam
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; (multi kegiatan), untuk hutan lindung pengelolaan HTR dituangkan dalam rencana

kerja usaha Pemanfaatan Hutan dan rencana
kerja tahunan.

Feimeatan Hasliiren Bukan, kegiatannya tidak bersifat ekstraktif
Pemungutan Hasil Hutan Kayu;

Haratan (bukan pemanfaatan kayu)”

f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

mooo




PEROLOGT

PEMANFAATAN
HUTAN

—/

Economically Feasible, Socially
Acceptable, dan Ecologically
Sustainable

Seluruh kegiatan EKONOMI dapat
dilaksanakan di dalam kawasan hutan,
selama diterima sosial budaya (socially

accepted) dan lestari ekologinya (ecologically
sustainable)

Pemungutan

LATAR BELAKANG MULTIUSAHA KEHUTANAN

l---_-----_-----_-----_--I
HUTAN LINDUNG i HUTAN PRODUKSI :
Usaha Usaha

Pemanfaatan Jasa Pemanfaatan
Lingkungan HHK

Usaha
Pemanfaatan
Jasa Lingkungan
Usaha
Pemanfaatan
Kawasan

Usaha
Pemanfaatan
HHBK

Kegiatan
Pemungutan
HHBK

Kegiatan
Usaha
Pemanfaatan
Kawasan

Kegiatan
Pemungutan
HHK

HHBK

|
~

Manfaat :

nRhwnNe

Meningkatkan nilai ekonomi riil lahan hutan.

Meningkatkan persentase areal efektif PBPH.

Menjadi instrumen resolusi konflik.

Menciptakan lapangan kerja baru.

Meningkatkan PNBP yang berasal dari pemanfaatan HHBK dan pemanfaatan
Jasling,serta pemanfaatan kawasan.

Optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung
ketahanan pangan dan energi, serta penyediaan bahan baku industri obat-
obatan, kosmetika, kimia, dan pakan.

Penyelesaian Kegiatan Non Kehutanan yang terbangun di dalam Kawasan
Hutan.




Pemanfaatan Kawasan
(HL/HP) (tanaman obat,
hasil agroforestry,
silvopastural, dll)
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan (HL/HP)
(Wisata alam, pemulihan
lingkungan, karbon);
Pemanfaatan HHK (HP)
(Kayu Alam dan Kayu
Tanaman)

Pemanfaatan HHBK(HP)
(Rotan, Getah, Bambu,
Gahru, Minyak Kayu
Putih Buah Buahan, Biji-
Bijian)

Pemungutan HHK dan
Pemungutan HHBK

KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN

PERIZINAN BERUSAHA
PEMANFAATAN HUTAN
(PBPH)

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya
disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau
kegiatan Pemanfaatan Hutan. Dengan kegiatan Multiusaha
Kehutanan yang merupakan penerapan beberapa kegiatan usaha
Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk rnengoptimalkan Kawasan
Hutan pada Hutan Lindung dan hutan Produksi.

Berdasarakan kegiatan PBPH terdiri atas:

Jenis kegiatan PBPH HL

. | Pemanfaatan Kawasan

3

| Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

a
b.
>
d

: Pemanfaatan HHBK

Pemungutan Hasil Hutan Kayu;

" | dan/ atau Pemungutan HHBK

)\

C IO

L~

HHBK : HASIL HUTAN BUKAN KAYU

(HL/HP) (melalui
Persetujuan Perhutanan
Sosial)

HP : HUTAN PRODUKSI
HL : HUTAN LINDUNG




TATA CARA PEMBERIAN
PERIZINAN BERUSAHA
PEMANFAATAN HUTAN
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Q PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN (PAPH)

1. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan
oleh Menteri untuk menjadi dasar pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan pada Hutan
Lindung dan Hutan Produksi serta menjadi acuan bagi Gubernur dalam pemberian
rekomendasi PBPH (Pasal. 24 Permen LHK No 8 tahun 2021).

2. Memberikan kemudahan bagi investor untuk memperoleh informasi lokasi yang dapat
diberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

3. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk PBPH Tahun 2025 (lampiran Keputusan Menteri
LHK Nomor SK.5281 Tahun 2025 tanggal 14 Agustus 2025)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

~Kawasan hutan yang diarahkan pemanfaatannya meliputi :
: —_— YANG TIDAK DIBEBANI

IZIN PEMANFAATAN
MAUPUN HAK
— PENGELOLAAN

* *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E- Kawasan Hutan Lindung (HL),
E— Kawasan Hutan Produksi (HP/HPT) dan o
i— Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) *

* HPK yang telah mendapat rekomendasi Gubernur



25 geoportal.menlhk.go.id/portal/apps/webappviewer/index.html?id=2ee8bdda1d714899955fccbe7fdf8468
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Peta Interaktif SIGAP Kementerian Kehutanan

117.843 -0.335 Degrees
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Areal Karhutla 2025

Deforestasi 2024

Reforestasi 2024

Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP)

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Zonasi dan Blok Kawasan Konservasi

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

Peta Arahan Pemanfaatan Hutan 2025

Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa

Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Penetapan Status Hutan Adat

Persetujuan Kemitraan Kehutanan

o0
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o0



B,

PERTEK/REKOM GUBERNUR

merupakan salah satu persyaratan
dalam permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan/atau Hutan
Produksi (Permen LHK No 8 Tahun 2021 Pasal 56)

Ayat (1) Huruf d

Pertimbangan teknis Gubernur

berisi informasi mengenai tata

ruang wilayah provinsi atas

areal yang dimohon vyang

berada di dalam Peta Arahan

Pemanfaatan Hutan, dengan

melampirkan:

1. Peta

2. informasi potensi
Pemanfaatan Kawasan, jasa
lingkungan dan HHBK, serta
keberadaan masyarakat.

Ayat (2) & (3)

(2) Dalam hal pertimbangan teknis
dari gubernur tidak diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak diterima
permohonan, Lembaga 0SS
memproses permohonan PBPH.

(3) Dalam hal gubernur tidak
menerbitkan pertimbangan teknis,
pemohon melampirkan bukti tanda
terima permohonan pertimbangan
teknis sebagai pemenuhan
kelengkapan persyaratan.

Ayat (5) & (6)

(5) Dalam hal areal telah diterbitkan
pertimbangan teknis oleh gubernur
untuk satu pemohon maka tidak dapat
diterbitkan pertimbangan teknis untuk
pemohon lain.

(6) Gubernur dapat menerbitkan
pertimbangan teknis untuk pemohon
lain berdasarkan pemberitahuan
bahwa permohonannya tidak dapat
dilanjutkan  sesuai dengan hasil
verifikasi pemenuhan  persyaratan
permohonan dan/atau pemenuhan

lkamitmaoen



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Samarinda, 12 Maret 2025
Nomor : 500.16.7 4/0028/PBPH/IDPMPTSPIV2025

Lampiran  : 1 (satu) lembar peta

Hal . Rekomendasi Permohonan PBPH m;smﬁ di
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten
Penajam Paser Utara

Yth.Menteri Kehutanan Republik Indonesia
di Jakarta

Memperhatikan masing-masing :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 3588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangJJndang
Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kenja
Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 Apnl 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Momor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4 Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomer 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Momor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
6042);

5. Perat)uran Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 29 Aprl 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 02 Februan 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

T Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tanggal 02 Februan 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomer 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
6657);

B. Perat)uran Pemenntah Momor 5 Tahun 2021 tanggal 02 Februan 2021 tentang
Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 28 April
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2023-2042;

10.  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 07 Agustus

Catatan :
¥ UL ITE Na 11 Takun 2008 Pazal & ayat 1 '—« Seind
“informas’ Elsfironik darvatau Dokumen Elakiron denaiay haal cataknya mevupeken alaf Bt Pukum pang sah " d ertifikasi

CONTOH REKOMENDASI
GUBERNUR

PETA REKOMENDASI

HP \ PBAH X KABUPATEN KUTAI RARTENEGARA. KUTALBARAT
\ P ITCH KARTIKA UTAMA DAN FPENAJAM PASER UTARA
\ SELUAS = 15,068 61 Ha

- Batas KatupatenKota
ORA G Peta Reabsaed PPTPKN dan Surbes

bk PEPH Tahun 2022
L
Premcteasen PEEH P At Warn o Lo maans 4 15,068 61 Ha

Hagan Pas s Tubatas (19T,

——— Y & > KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PasH
PT TCH KARTIKA UTAMA

HET 3

HP

PEPH
PTITCI KARTIKA UTAMA

KABUPATEN KUTAI BARAT

\ 5 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

aPL

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




PERMOHONAN PBPH

NO

KOMPONEN

URAIAN

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN

1.

Persyaratan

a.

b
C.
d.
e

f.

Permohonan melalui Sistem OSS-RBA

Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan KBLI yang sesuai dengan permohonan
Memiliki Akta Pendirian Badan Usaha dan SK Pengesahan Kementerian Hukum
NPWP

Kelengkapan persyaratan dalam rangka mendapatkan Persetujuan Komitmen:

1)
2)

3)
4)

S)

6)
7)
8)
9)

Surat Permohonan kepada Menteri Kehutanan melalui Lembaga OSS-RBA

Memiliki rekomendasi/pertimbangan teknis Gubernur/Tanda Terima Permohonan
Pertek/Rekomendasi Gubernur

Surat Pernyataan Komitmen

Pernyataan kesediaan membuka atau telah memiliki kantor cabang di daerah provinsi
dan/atau di daerah kabupaten/kota (dituangkan dalam akta notaris)

Pernyataan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH (dituangkan dalam
akta notaris)

Pakta Integritas di atas materai

Pernyataan komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (dituangkan dalam akta notaris)
Menyampaikan Proposal Teknis

Menyampaikan Peta permohonan dan peta dalam bentuk SHP file.

Persyaratan PBPH Definitif

1)
2)
3)

Menyampaikan penyusunan Berita Acara Koordinat Geografis (BAKG)
Menyampaikan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKLUPL)
Menyampaikan pelunasan luran Izin PBPH




KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PBPH

Membuat Surat Permohonan kepada Menteri Kehutanan melalui Lembaga 0SS

Membuat Surat Pernyataan Komitmen

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
Nomor: 011 /AIR/Nusa/Ext/SP/VII /2025

I la tangan di bawah ini
N —1
Direktur
1 ka | hor Perizi I I nf n H
l komitn tul

1. Menyusun berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap
calon areal kerja dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerj:

tenyusun dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

3. Melunasiluran PBPH

Demikian Surat Penyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 01 Juli 2025

Pasal 55
Ayat (1) Pernyataan komitmen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
a. pembuatan berita acara hasil pembuatan
koordinat geografis batas areal yang dimohon,;
b. penyusunan dokumen lingkungan; dan
c. pelunasan IPBPH.

Ayat (2) Pernyataan komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan
Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan PBPH.

Pernyataan ditandatangani Pimpinan
Perusahaan di atas materai

—)



NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA BOGOR KOTA BOGOR
Turunan/Salinan/Grosse  :v...veuee e SALINAN ccviiviiiiiiiieennen
AKTA

TANGGAL s ooe 0. September 2024. .. iiiiiiiiiiiieiensnnsaiisiisesenes
NOMOR SR SR R R S R e

Jalan Raya Tajur Ruke Galaxy Blok B No. 59
Kel. Tajur Kee. Bogor Timur Kota Bogor Kode pos 16141
Hp. 081212883258 E_mail : ppat.reginf@gmail.com

 Pernyataan kesediaan membuka atau telah
memiliki kantor cabang di daerah provinsi
dan/atau di daerah kabupaten/kota
(dituangkan dalam akta notaris)

 Pernyataan perusahaan tidak masuk dalam
kategori pembatasan PBPH (dituangkan
dalam akta notaris)

« Pernyataan komitmen Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (dituangkan dalam akta
notaris).

Pernyataan sebagaimana dimaksud di atas
merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk
memenuhi kesediaan membuka kantor
cabang, perusahaan tidak masuk dalam
kategori pembatasan PBPH dan pernyataan-
pernyataan Kkomitmen dalam pengelolaan
hutan lestari, dapat digabungkan menjadi satu
akta.



Membuat Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini
Nama :
Jabatan
Alamat

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan komitmen dari.
Nama Perusahaan '
Alamat Perusahaan

Nomor Telp
Jenis Usaha

Menyatakan bahwa :

1. Semua dokumen dan legaiitas perusahaan yang kami sampaikan sebagai persyaratan dalam rangka
permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) merupakan dokumen asli
perusahaan

2. Dalam proses pengurusan Penzinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT Alam Karbon
Indonesia tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang
berlaku.

Demikian Pakia Integritas Ini kami buat dengan sebenar-benamya dan kaml bersedia bertanggung
jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan dari Pakla Integritas ini

Jakarta, 13 Maret 2024

Direktur

Pasal 56

Pakta Integritas paling sedikit berisi:

a. pernyataan bahwa dokumen yangdisampaikan
asli dan menjadi tanggung jawab pemohon;
dan

b. pernyataan bahwa biaya yang dikeluarkan
dalam proses perizinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

‘ Pernyataan ditandatangani Pimpinan
Perusahaan di atas materai



Menyusun Proposal Teknis

PROPOSAL TEKNIS

PERMOHONAN AREAL KERJA
PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN HUTAN

(PBPH) PT I

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
PROVINS! MALUKU
TAHUN 2024

DAFTARISI

EATA PENGANTAR s ssssssssssss s sssssssmsssssssssasssasessssnns i
DAFTAR ISL.crrecrsrsessssssssemsssems sessssssssss sessssssssss ssmssssssssssmasssasssases s sees
DAFTAR TABEL .o sssemssermssamsssss s s ssss ssssssssmssssmasssasssases s sees vii
DAFTAR GAMBAR c..scvemsserms sesnssssssss sesssssssss ssssssssmssssmasssasssases s snes ix
DAFTAR LAMPTIRAN .o ceemsscrmssemsssssssss seessssssss ssmsssssmssssmasssasssasesssssnes
BABT PENDAHULUAN...o s s smmassssssasesssssees

11,  LatarBelakang. .. ...

1.2, Visi, Misi dan Tujuan

123 Twuan ...

BABNI KONDISIUMUM PERUSAHAAN ...cmssssssssasssssessssanns

BABII

21
22
23
24
15,
26.

EONDISI UMUM AREAL .o smnsmmssssmssmsssssssassasssnsssssssranes
ER S

Kepemilikan Saham ..

Sumber Dana. ...

Susuman Pengurus Perusahaan...

Pembatasan Luasan...............

261, Akta Pendimian .. ..o
262,  Nomor Pokok Wajib Pajak

Kepastian Kawasan Calon Areal Kerja____.

311 Letak Areal .o

312, Luas Areal ..
3121 Peuun]ukkanKawamHutan

3122  Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin baru

3123 Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial ... .. I-8

3124  Peta Indikatif Penyelesaian Penguasa.an Tanah
dalam rangka Penataan Kawasan Hutan......._ I - 10

3125 Kesesuaian dengan Arahan Pemanfaatan ... II-12
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4246,
427,

429

4210

Organisast, Tugas dan Fungsi ...
Tugas dan Fungsi ...

Standar Prosedur Kegmlz.u Berusaha Pemanfaatan Hutan .
4241 Penentuan Metode Ekosistem Feferensi...
42432 Survel Identifikasi Potensi...

4243 Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

IV

IV

v IV =
V-
IV -
IV -

4244  Penyusunan Rencana Kerja Talunan Pemanfaatan

Penataan Ruang Areal Kegja ...

4251, Pengembangan Blok Pengelol LIV-17

4252 Sistem Petak Kerja__. -17
Penataan Batas Areal Kerja._... oo T8 = 22
Kegmlan Pemanfaatan Hutan Usaha Pemanfaatan Jasa

4271, Rencana Teknis Kegiatan PEFH WIV-24
4272, Penentuan Flora dan Fauna Kunci ... e IV - 33

4273, Rencana Teknis Pembinaan Habitat Satwa

Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu ... JIV-48
4281 Bofan...ooo e TW - 48
4282 MaduHutan . IV - 48
Pembinaan Hutan ..........._. JIV-49
4291, Luas dan Lokasi Persemaian............ocooccemueeenn IV - 50
4292 Pemilihan Jenis Tanaman ..o IV - 51
4293, Jumlah Bibit yang Dibutulkan ... WIV-352
4294, Tekmis Persemaian ..o IV - 53
Pengadaan Sarana dan Prasarana ... IV-35
42.10.1. Pembangunan Camp, Pos Jaga dan Tanda

Batas... JIV-55
42102, Fasilitas Peneliian, Pendidikan, Pelatihan dan

Persemaian.... revereereenmreeneeneesss 18 = 33

42103, Sarana Prasarana Peng;enﬂahan Kebakaran Hutan

dan Lahan... SEESSRUSSRRTSORRTSOT | U




Permohonan dilampiri dengan peta permohonan dan SHP File

proposal teknis, paling sedikit memuat:

SRS S 1. kondisi umum areal biofisik, antara lain
potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa
lingkungan, Hasil Hutan Kayu dan
HHBK, serta sosial ekonomi dan
budaya masyarakat setempat pada
areal yang dimohon;

2. kondisi umum perusahaan dan
perusahaan tidak masuk dalam
kategori pembatasan PBPH sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang undangan;Dan

3. maksud dan tujuan, rencana
pemanfaatan, organisasi/tata laksana,
rencana investasi, pembiayaan/cash
flow, perlindungan, dan pengamanan
Hutan.




ALUR PERMOHONAN PERKOM (PP28/2025) 3

ﬁ Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan

SEBELUM

|
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|

SETELAH

Implementasi SLA dan Journey Baru

Belum Ada SLA

¥ OSS

PENGEMBANGAN
USAHA

¥ OSS

PELAKU USAHA
MEMILIH MATRA HUTAN

A 4

v

¥ 0SS

FILTER KEGIATAN USAHA
(KBLI KEHUTANAN 02111,
02121 dan 02209)

*Dilakukan
otomatis
melalui sistem

=

VERIFIKATOR LHK

PROSES
REKOMTEK/PERTEK KE
GUBERNUR

REKOMTEK/
PERTEK TERBIT

- - . - —

SLA 10 Hari
\ .Kerja %
h NI c o e
Fikgpos

=

PROSES PERSETUJUAN
KOMITMEN

4

L}

PERSETUJUAN LHK

E——

PEMANFAATAN HUTAN

¥ OSS

PENERBITAN

32 Hari Kerja

HE

VERIFIKASI OLEH DIRJEN
PHPL

!

5 Hari Kerja

=)

PERSETUJUAN OLEH
MENTERI KEHUTANAN

¥ OSS

PERSETUJUAN KOMITMEN
PEMANFAATAN
HUTAN TERBIT

48



ALUR PERMOHONAN PBPH

' }
> PELAKU USAHA 1) PERMOHONAN 9_ peMENUHAND
e Melakukan Pendaftaran MELALUI OSS KOMI;I'MEN

untuk mendapatkan Hak
Akses (Username dan
Password) melalui Sistem OSS
: https://oss.go.id/

1. Melakukan permohonan melalui Akun

2. Lokasi Kegiatan di “HUTAN".

0SS Pelaku Usaha dengan Daftar
Kegiatan KBLI (02121, 02111, 02209)

Upload Persyaratan Administrasi
sesuai PermenLHK No 8/2021

2 Kali Perbaikan

PERSETUJUAN
MENTERI

1
Permohonan PBPH Dilakukan Verifikasi Administrasi
1

dan Teknis berdasarkan Permen LHK No 8 Tahun 2021 !
(Berkas Manual Permohonan Diterima) !

(PERSETUJUAN ,
KOMITMEN)

*32 hari kerja

'

Kembali Ke Pelaku Usaha/
Pemenuhan Persetujuan Komitmen

1. Berita Acara Koordinat Geografis
2. Penyusunan Dok Lingkungan Hidup

3. Pelunasan luran PBPH

Pelaku Usaha menyelesaikan
pemenuhan Komitmen
1. Berita Acara Koordinat Geografis
2. Penyusunan Dok Lingkungan Hidup
3. Pelunasan luran (Bukti Setor)

-

Ditolak

Notifikasi
Pembatalan

g

Keterangan :

Proses di Pelaku Usaha

Notifikasi

@ Proses di Kementerian Kehutanan

@ Proses di BKPM

Proses di Kementerian LH

Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen,
dilakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen
penyelesaian komitmen berdasarkan Permen LHK No 8

VERIFIKATOR

N - -

Tahun 2021

Disetujui

PEMBERIAN PBPH

*23 hari kerja

@S Persetujuan Menteri Kehutanan


https://oss.go.id/

4 “ \I
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01082211116206001

Lampiran  : 1(satu) lembar peta

Hal - Persetujuan_Prinsip/Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan (PBPH) Pada Hutan Produksi an. PT Pagatan Usaha
Makmur di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah

Yth.

Direktur PT Pagatan Usaha Makmur

Karawaci Office Park, Ruko Pinangsia Blok L No. 38-39 Lippo Karawaci,
Tangerang, Provinsi Banten.

Kode Pos: 15139

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 008/DIR-PT PUM/II2022 tanggal
18 Maret 2022 perihal Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Lembaga
0SS, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai benkut:

1. Saudara melalui surat tersebut di atas menyampaikan permohonan PBPH pada
Hutan Produksi seluas + 25.075,57 ha di Kabupaten Katingan dan Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Berdasarkan hasil venfikasi administrasi dan teknis permohonan PBPH
PT Pagatan Usaha Makmur telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai
dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Momor 8 Tahun
2021.

3. Menindaklanjuli hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2, kami dapat
memberikan Persetujuan Komitmen PBPH pada Hutan Produksi atas nama
PT Pagatan Usaha Makmur atas areal seluas + 23 665 ha, di Kabupaten Katingan
seluas + 19.945 ha dan di Kabupaten Kotawaringin Timur seluas + 3.720 ha,
Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana peta terlampir. Untuk itu, diminta
kepada Saudara menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagai berikut:

a. menyusun benta acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal
}(erf_\adap calon areal kerja dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) han
ena,
b. menyusun dokumen lingkungan hidup sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c.  melunasi luran PBPH.

4. Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud angka 3, disampaikan sesuai
dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal PT Pagatan Usaha Makmur tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen
sebagaimana dimaksud angka 3, maka Persetujuan Komitmen PBPH ini akan
dibatalkan.

Demikian disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Diterbitkan tanggal: 01 Agustus 2022
Menteri Investasi/Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal
ol

Bahlil Lahadalia

Dok Persetujuan
Komitmen PBPH
dan Lampiran
Peta

Dicetak tanggal: 01 Agustus 2022

Tembusan:

. Menten Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Gubemur Kalimantan Tengah;

Bupati Katingan;

Bupati Ketawaringin Timur;

Sekretanis Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup danl| *
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkur|
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestar;

Deputi Pelayanan Penanaman Medal, Kementeria
Penanaman Modal;

10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; || *
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Te|
12. Kepala Dinas Penanaman Medal dan PTSP Provinsi Ka
13. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Pa
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI | ;

LSRN O L R L S =

1 y fmigh ‘scaa misidmnk ‘st sisidrmnik yang deerh®an oish BEE-BSEN. .?, gzla;{'k .
2 Dutalengiap Perizingn Bervsaha dapat diperclel meisi sisiem OS5 mengunahan hak skses. \ y ertifikasy
==

Elektranik

1. Dokumen iy iiah saca serilkat slsktonik yang dertihan cish 5 .
L Daia lenghag Perizingn sisiem Q58 akses.

Rome CARERT TR

Tanggal terdi: 30 Jull 2022




Hal

Yth.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 08112314017101001

Penolakan Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada
Hutan Produksi atas nama PT Rimba Hijau Permai di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Direktur PT Rimba Hijau Permai

Rukan Permata Senayan Blok D-03
JI. Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
12210 (+6221-25984615)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 011/RHP-LHKJKT/I/2023 tanggal

10 Januan 2023 penhal Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

pada Hutan Preduksi PT Rimba Hijau Permai, melalui Lembaga OSS (Nomor

Permohonan 1-202303170923208216043), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Saudara melalui surat tersebut di atas menyampaikan permohonan PBPH pada
Hutan Produksi seluas + 17.100 Ha di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
Provinsi Sulawesi Utara.

2. Berdasarkan hasil venfikasi, permohonan PBPH PT Rimba Hijau Permai yaitu
sebagai benkut:

a.

hasil identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan bahwa berkas
persyaratan permohonan PBPH yang disampaikan melalui 0SS tidak memenuhi
kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menten
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor & Tahun 2021; dan

. potensi kayu di areal permohonan termasuk tinggi, sehingga tidak dapat

dipertimbangkan untuk diusahakan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya
tanaman, pemanfaatan kayu yang dapat diperfimbangkan yaitu pemanfaatan
kayu yang dilakukan secara selektif, melalui pemanfaatan hasil hutan kayu
hutan alam.

3. Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka permchonan PEPH
atas nama PT Rimba Hijau Permai di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
Provinsi Sulawesi Utara ditolak.

I Dukumen ind felak vtk elakiminit yang dierbithan oick B5AE-BEIN
2 Dus benylap Perizinn Berwnha dapar diperoled medafil sizien (55 mengyanabar Ak ok

meranz ik

Permohonan PBPH

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Diterbitkan tanggal: 8 November 2023

a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

) Ditandatangani secara elektronik
Dicetak tanggal: 10 November 2023

Tembusan:

L @SN LN =

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Gubemur Sulawesi Utara;

Bupati Bolaang Mongondow Selatan;

Sekretans Jenderal Kementenan Lingkungan Hidup dan Kehutanan,;

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestan;

Deputi Pelayanan Penanaman Medal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;

10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara;
11. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu;

12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado.

Dok Penolakan

2 Duis benphap Perisine Berwnsha daal dipemich ol sisiem 055 mingynatas sk ok

% | Balai
I Dokwmee ! felak disndaisagant scars clobimaik nengyanshan aeiiile! clokbimed pang dierbitker ock BS-E-BI5N 'dl Sertifikas
Tektronik




MEKANISME DAN
TATA CARA
PERSETUJUAN
PENERBITAN PBPH




PEMENUHAN PERSETUJUAN KOMITMEN

1. PETA ARAHAN
Dasar hukum : PEMANFAATAN

Pasal 61, 62 dan 63 Permen LHK /7 SR ™~

Nomor 8 Tahun 2021, Pemegang 7. Q

persetujuan komitmen PBPH wajib RENERES - ZESQQ.’{ET,?(AS'
menyelesaikan : i

pembuatan koordinat geografis
batas areal dan disupervisi

Kepala BPHL (20 HK) 6. PENYIAPAN
PETA AREAL

2. Penyusunan Dokumen KERJA
Lingkungan Hidup (PDLUK,
KEMENLH) sesuai Peraturan @ N, /
4

1. Penyusunaan Berita Acara hasil T \

3. PERMOHONAN
PBPH

Perundangan LH (C)

3. Pelunasan IPBPH (30 HK) 5

PEMENUHAN
KOMITMEN

PERSETUJUAN
DENGAN
KOMITMEN

*
---------------------



Penapisan Dokumen Lingkungan Kegiatan PBPH

PermenLHK 04/2021

No Nomor KBLI Jenis U;:ha dan/atau Skalc?.f Besaran Ska.lafBesal;an UKL- Skala/Besaran Alaslan Ilmiah Amgaj-;elig;:;gori
giatan Amdal UPL SPPL Amdal UKL-UPL*
Bidang Pemanfaatan Kategori B
Hutan
02111, Perizinan Berusaha
02121, Pemanfaatan
02122, Kehutanan
02130,
02200 s e e
«| 1. Kegiatan Semua Besaram I
| Pemanfaatan .
. kawasan
|
l . -
.| 2. Kegiatan Semua Besaran
I Pemanfaatan Jasa l
. Lingkungan -
. |
"I'3. Pemanfaatan Hasil | Semua Besaran . Berpotensi
: hutan kayu | mengubah
I . bentang alam
U (U Berpotensi
menimbulkan
gangguan
terhadap
keanekaragaman
hayati dan

ekosistemnya
Berpotensi

menimbulkan

Jenis Dokumen
Lingkungan
Kegiatan FEPH
adalsh Amdal
atau UKL-LP



Penapisan Dokumen Lingkungan Kegiatan PBPH

No

Nomor KBLI

Jenis Usaha dan/atau
Kegiatan

Skala/Besaran
Amdal

Skala/Besaran UKL-
UPL*

Skala/Besaran
SPPL

Alasan Ilmiah

Amdal

Kategori
Amdal/Kategori
UKL-UPL*

dampak pada
udara (emisgi), air
(banjir),
pencemararn,
berkurangnya
debit sungai, dan
tanah (erosi)
Berpotensi
menyebabkan

konflik sosial

4. Pemanfaatan HHBK

Semua Besaran

5. Pemungutan Hasil

Hutan Kayu

Semua Besaran

6. Pemungutan HHBK

Semua Besaran

02140 Pengusahaan - - Semua Besaran
Perbenihan Tanaman
Hutan

16101 Industri penggergajian Luas Lahan Terbangun | Luas Lahan Terbangun | Luas Lahan Kategori C
kayu z 15 Ha z1Ha<15Ha Terbangun < 1 Ha

16102 Industri pengawetan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai Kategori C
kayu Multisektor Multisektor ketentuan

Multisektor




Konsep Penapisan Usaha/Kegiatan

Wajib Dokumen Lingkungan /Screening

4 Uji informasi Awal N

dengan daftar jenis
rencana usaha

dan/atau kegiatan

—e Rencana Usaha dan/atau

(Lampiran | dan Il
\_ PermenLHK 04/2021) )

Tidak

4 N

Pemrakarsa mengisi
ringkasan informasi awal

Kegiatan yang diusulkan
k(Kegiatan Utama & Pendukung) )

Periksa apakah lokasinya berada
di dalam dan/atau berbatasan

Deskripsi jenis rencana usaha dan/atau
kegiatan utama & pendukung harus
diuraikan secara jelas . Periksa dan
bandingkan seluruh jenis usaha dan/atau
kegiatan dengan PermenLHK 04/2021

+ Kawasan lindung wajib ditetapkan;

» Tidak semua jenis kawasan lindung
dalam PP 26/2008, PP 13/2017 dan
Keppres 32/1990 dimasukan dalam
daftar kawasan lindung sebagaimana
dalam PP 22/2021

* Terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan
yang dikecualikan

Ya

langsung dengan kawasan
lindung
(Lampiran |, PP 22/2021)

Uji ringkasan awal dengan kriteria
pengecualian
(Pasal 10, PP 22/2021)

Tidak Ya

Tidak

Wajib UKL-UPL atau SPPL




PENYIAPAN PETA AREAL KERJA PBPH

_ o _ 1. PETA ARAHAN
Berdasarkan hasil verifikasi penyelesaian PEMANFAATAN

pemenuhan komitmen (Pasal 64, 65 dan -7 HUTAN(PRPH)

66 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021), 0
. . . 7.

ditindaklanjuti dengan penyiapan peta PENERBITAN

areal kerja PBPH. PBPH

Proses penyiapan peta areal kerja
ProSes Doy tapar e, \

1. Hasil penyusunaan Berita Acara hasil : D :
pembuatan koordinat geografis batas : GI-DIE’TE;\\'X::\ETLN : 3. PERMOHONAN
areal (informasi lapangan, : KERJA : PBPH

pemutakhiran batas),

2. REKOMENDASI
GUBERNUR

*
llllllllllllllllllll

2. Hasil penyusunan Dokumen /
Lingkungan Hidup = kawasan lindung (C) (B
4

3. Pemutakhiran data lintas Eselon I dan 5 :
PERSETUJUAN

para pihak (Planologi, PS, Dishut) PEMENUHAN DENGAN
KOMITMEN COMITMEN



PENYIAPAN PETA AREAL KERJA PBPH

Berdasarkan hasil penyiapan peta areal

kerja/working area (Pasal 67 Permen pennnnasnasnanas /
LHK Nomor 8 Tahun 2021), _ :
ditindaklanjuti dengan penerbitan SPP PENPEI':PB:ITAN
Iuran PBPH. ;
Pembayaran iuran PBPH T
~_— 6. PENYIAPAN
PETA AREAL
Penerbitan Sertifikat Standard KERIA

(HL) dan Izin Definitif PBPH (HP)

: 5.
PBPH dapat melaksanakan kegiatan di PEMENUHAN

lapangan melalui penyusunan RKU dan RKT KOMITMEN
serta penataan batas areal kerja

1. PETA ARAHAN
PEMANFAATAN
HUTAN (PAPH)

™~

2. REKOMENDASI
GUBERNUR

\

3. PERMOHONAN

PBPH
4,
PERSETUJUAN
DENGAN
KOMITMEN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 14012200233350003

Berdasarkan Undang-Undang Momor 6 Tahuen 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenintah Pengganti Undang-Undang Momaor 2
Tahun 2022 entang Clpta Kerfa Menjadl Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesla menerbitkan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT LESTARI ALAM BAKAU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) - 1401 230033335
3. Alamat Kanbor - Gedung Bank Fanin kantal 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1,

Desaelurshan Gelora, Kec Tansh Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat,
Provine DEI Jakaria,
Kode Pos: 10270

4. Status Penanaman Modal : PMON
5. No. Telepon - 021 73034838
6. Kode Klasifikas| Bakue Lapengan Usaha Indonesia @ 02208 - Usaha Kehutanan Lainnya
{KBLI)
7. Lokasi Uzaha - Kecamatan Munukan, Desa/Kelurahan Nunukan Barst, Kec. Nunukan,

Kab. Munukan, Provingl Kalimanian Uara,
Kode Pos: 77453
B. Stalus - Tetsh memenuhl persyaratan

Lampiran lzin inl memust daftar pereyarstan danfatsu kewsdban sesual dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan baglan
tidak terpleshkan darl dekumen lzin yang dimaksud. Pelaku Ussha dengan Izin tersebut di atss wajlb menjalankan kegiatan
usahanya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 November 2024
an. Menteri Kehutanan

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Rosan Perkasa Roeslani

Dicetak tanggal: 5 Desember 2024

Dok Persetujuan PBPH dan
Lampiran Peta

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 14012200233350003

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
EEFPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG
[MBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA
LESTARI ALAM BAKAU SELUAS * 42290 HA (EMPAT PULUH DUA RIBU DUA RATUS
MEILAN PULUH HEKTARE) DI EABUPATEN NUNUKAN, FROVINGI KALIMANTAN UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI FENANAMAN MODAL,

a bahwa Direlctur FT Lestari Alam Baksu dengam surat Nomor

1. Dokt o kalafh Sanchtanany Socd s aE Il manaaounekan setiTiel alesinovnd pang dinrtdaian ol BSE-S5IN.
2 Db doghey Foisinan Besaha depar dpamist melaiby sistem (55 manggumais Rk akses

005/LAB-HO /I 2022 tangeal 17 Februari 2022, mengsjulkan
permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
pada Hutan Produlesi seluas = 42 670 Ha (empat puluh dus ribu
enam ratuz tujuh puluh hektare) di Habupaten Nunulkan,
Provinsi Kalimantan Utara;

b bahwa sesuai surat Menteri Investaszi dan Hilirizasi [ Kepals
Badan HKoordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri
HKehutsnan Nomor 07122211116503003 tanggal 7 Desember
2022, kepada FT Lestari Alam Bakau diberikan persetujusm
komitmen seluas + 42.420 Ha (empat puluh dua ribu empat
ratus dus puluh helt di Kakup n, Provinsi
Kalimantan Utars;

. bahwa FT Lectari Alam Balcau telah memenuhi kewsjiban yang
tertuang dalam persetujuan prrmslpjpersetu,]wm komitmen
sebagaimsana dimalsud dalam huraf b,

d. bahwa telah ditentulan areal kerja Iuw.h’ng ared) PT Lestari
Alam Balcau seluas =42 290 Ha (empat puluh dua ribu dua ratus

i puluh  heldt di HKab i Nunulan, Provinsi
Kalimantan Utars;

% bahwa sesuai ketentuan Passl 74 ayat (6) Peraturan Menteri
Lingtungsn Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Tata Hutan dan F nan R Hutan, serta
Pemanfastan Hutan di Hutan I.mdu.ng dan Hutan Pmduks.l
terhadap permchonan yang telsh memenuhi persyaratan dapat
diberikan Perizinan Elerussha Femanfaatan Hutxn

f. bahws berdasark par
dalam huruf a sampai deng,an hurul'e perlu menetaplkan

4 an Menteri dan i J Eepala Badan
Koordinasi Penanamsn Modal tentang Pemberian Perizinam
Berusshas Pemanfastan Hutan pada Hutan Produlesi kepads
FT Lestari Alam Baksu seluss + 42 290 Ha (empat puluh dua
ribu dua ratus sembilan puluh helrtare) di Kakbupaten Numalsn,
Provinsi Kalimantan Utara;

‘d' Elek cruh:{

_B-

1. Apskila di dalam sareal Perizinan Berusshs Pemanfastan Hutan
terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan,
tegslan, persawahan atau telah diduduld dan digarap olsh pihak
ketipa secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan,
maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari areal kerja Perizinan

Berusaha Pemanfaatan Hutan.
2. Apamlalahansebagmmamdlmaksudmgkal [satu) dikehendsld
tulr dijadilan aresl P Pe. tan Hutam,

malka penyelesaianrya dilalulcan cleh PT Lestari Alam Bakau
dengan pihak-pihak yang bersanglutan sesuai demgan  ketentuan
hal perund

FT Les!xn Alam Balau heﬂxnggung_]awa‘b untul mengamankan areal
le dam di ganloan atan menjusal perizinan
beruzaha kepads pihalk lain kecusli dengan persetujusn pemberi izin.

Kepadsa PT Lestari Alam Balsu alos
ketentusn persturan  perundang
ketentuan dalam Keputusan ini dar

Keputusan ini mulai berlalu pada |’
waldu selama 60 (enam puluh) t:
kembkali oleh pemegsng izin atau
Hilirisasi/Kepala Badan Koordina
Menteri Kehutanan

Apakila di kerudian hari term|
Heputuzan ini, maka akse dil
mestinga.

|- 22 November 2024
a.n. Menteri
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Rosan Perkasa Roeslani

b Desember 2024

i‘ Balai
po f g: Sertiflkasl

Elektronik]




PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA

PEMBATATAN
PERSETUJUAN KOMITMEN PERIZINAN EERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
PADA HUTAN LINDUNGHUTAN PRODUEST

NOMOR : 0120206752024 226-64020001

. Berdasarkan surat Menteri Investasi dan HilinsasiFepalas Badsn Eoordinssi Pensmamsn Medsl Nomor
25102211116402034 yanz diterbitkan tanggal 25 Oktober 2022 kepada PT PADANGSUBUE. BIOMASA
EATTIM diberkan Persetujuan Komitmen Perizinan Bemsahs Pemanfastan Hutan pada Hutan ProduksiHutan
Livdmg, denzan kewajiban menyelesaikan:

1. pemyusunsn berita acara hasil pembuatan koordinat gecgrafis batas areal terhadap calon aresl kerja dalam
jangka waktu paline lama 20 (dea pahuh) hari kegja;
2. peoyusunsn dokumen linskongan hidup semsd dengan ketenmen perumdsn mondsnsan; dan
3. pehmazan Iuran Perizinsn Bemsaha Pemanfastan Hutan (IFEPH).

. Bardasarkan hasil pengecekan dan penelashan atas dolammen penyelessizn komimmen FT PADANGSUBUR
BIOMASA FKAT TIM ddak menyeleszikan pememihan komitmen terseimt umf 4 angks 2 {dua)

. Dengan ini, Pemerintah Bepublik Indonesiz membatalkan Persenyjusn Fomitmen Perizinan Bemsaha Pemanfaatzn
Hutan pada Hutan Linduns Hutan Produksi kepada:

IMama Pelaku Usaha / Pemsahasn :PT PADANGSUBUE. BIOMASA EATTIM
Iomeor Persetojuan Komitmen 125102211116402034

Tanggal Tarbit Persengjusn 125 Clletober 2022

Fomifmen yang Dibatalkan

Eode Klasifikss Bakn Lapanzan 102111

Usaha Indonesia (EEBLT)

Tudul EBLI : Pemanfastan Kayn Hizan Tanaman pada Hutsn Produksi

Lokssi Usaha 1 Gedung Cahaya Tiara Lanmi 3, J1. . H Fuanda Mo. 63 , Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantsn Tinmr

Luas Ares .= 16430.00 Ha

Alasan Pembamalan : Berdasarksn penzeceksn dan penelashan ams dokumen pemyelesaian

konnimen berupa penyusunan dokumen limgkungan babma PT
PADANGSUBUR BIOMASA K AT TTM sampai sazt ini belum
menyampaikan perbaiken sesuai dengan Berita Acara Essepakatan
Formmilir Kerangka Acuan Andsl ke dalam Sistem Amdalnat

Db i Rarbathn sisfin 055 barciasins dale da? Palahy Lsehe, famingen deas silem 055, g mened [aiggg st Pels Uiste
Duiarn hal fech kmhiruan o dokumen s st diahuian parbaian ssbagpamans o
Duiw langray Faronan Beuiata depel Specoseh melehy’' stateer U35 srenpgavehan ek ke

Dienzan ketenman:

1. Pelskn Uzahs dspst mensajuksn kembali permobonsn Perizinsn Bemsshs Pemsnfastsn Hutan di Hmsn
Lindnz Himan Produksi sesuai dengan ketenman pemindanz-undsnesn.

2. Pembamlan ini berlaku sejak diterbitksn dan spebila dikenmdian hari terdspat kekelimusn skan diadaksm
perbaikan sebagaimana mestimya.

Diterbitkan tanggal: 08 Japusn 2025
an Menteri Eehimanan

Menteri Forvestasi dan Hilirizasi
Eepala Badan Koordina:d Pensnarmesm Modal
2

Diicetsk tanggal- 16 Jamnari 2025

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidsng Pangan:

2. Menteri Eoordinator Bidang Perekonomisn

3. Menteri Eehutanan:

4. Menteri Lingkunzan Hidop Badsn Penzendalian Linglamzan Hidup;

5. Gubermr Ealimantan Timmr;

6. Bupat Futai Barst;

7. Bupat Fntal Kartanegara;

8. Bupat Penajam Paser Ultars;

9. Sekretaris Tendersl Fementerian Fehrtanan:

1. Darektor Tenderal Planologi Kehiganan;

11. Darektar Jenderal Pengelolasn Hutan Lestan;

12. Drrektar Jenderal Perinitanan Sosial;

13. Deput Pelayanan Penanaman Modzal, Eementerian Investasi dan Hilinizazi | Badan Koordinasi Penanamoen hModal;
14. Eepala Diinss Kehntanan Provins Ealimsntsn Tinr;

15. Kepala Diinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Ealimantan Tim;

14. Kepala Balai Pengelolasn Hutan Iestari Wilayah XTI Samarinda;

17. Kepala Balsi Pemantapsn Fawasan Higan dan Tats Linglomesn Wilayah IV Samarinda

Dok
Pembatalan
Persetujuan

Komitmen
PBPH
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